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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

 SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR : 1 TAHUN 2026 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA  

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja 
serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tentang 

perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kepulauan Anambas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi 

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4879); 

 

 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008   Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4585); 

  5. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4871); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama                di 

Lingkungan Instansi Pemerintah;  

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 
tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1842); 

  10

. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029; 

  11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah 
Kabupaten Kepulauan anambas Tahun 2021 Nomor 618). 

   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN       
2025-2029 
 

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 
Anambas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 
 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menetapkan rencana 

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan menyusun 
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun 

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 

 



 
 

(Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 
 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja 
Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan 

ditetapkan dalam Bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Kepulauan Anambas. 
 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di : Tarempa 

Pada tanggal  : 02 Januari 2026 

 

 

Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

 

 

 

 

Usman, S.T., M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP 197501272002121011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

1. Bupati Kepulauan Anambas; 

2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas; 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; 

4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 



 
 

        

 

 

 

 

        

 
 
    

          

   

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2029  

              

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas     

2. Tugas : 
Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian 
dan pengembangan kompetensi  

3. Fungsi : a. 
perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 
manusia;   

   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian 

dan pengembangan sumber daya manusia;   

   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia;   
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.   

              

              

No. Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama SKPD 
Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan 

 

 

1 
Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

yang berkualitas 

Predikat AKIP 

Jumlah total hasil penilaian atas 
komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan 

capaian kinerja. Nilai diperoleh dari 
akumulasi skor setiap komponen yang 

dikalikan dengan bobot penilaian sesuai 
pedoman evaluasi SAKIP, sehingga 
menghasilkan predikat AKIP instansi 

Laporan Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 
dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi (KemenPANRB) 

  

 

Lampiran :   Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan  

                    Pengembangan Sumber Daya Manusia 
                    Nomor   : 1 Tahun 2026 

                    Tanggal : 02 Januari 2026 



 
 

 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah 

Jumlah total hasil penilaian atas 
komponen akuntabilitas kinerja yang 
mencakup perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 
evaluasi internal, dan capaian kinerja. Nilai 
diperoleh dari akumulasi skor masing-

masing komponen yang dikalikan dengan 
bobot evaluasi sesuai pedoman SAKIP 

KemenPANRB sehingga menghasilkan nilai 
akhir AKIP instansi 

Laporan Hasil Evaluasi AKIP 
Perangkat Daerah 

  

 

2 

Meningkatnya Tata 
Kelola Manajemen 

Sumber Daya Manusia 

Aparatur Sipil Negara 
Yang Profesional 

Indeks Profesionalitas 

ASN 

Jumlah total hasil perkalian dari bobot 

dimensi/indikator dikalikan skor/nilai 
masing-masing jawaban dimensi/indikator 
(Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan 

Disiplin) 

Nilai Indeks Profesionalitas 
Instansi Badan Kepegawaian 
Negara 

  

 

Indeks Norma, 

Standar, Prosedur, 
dan Kriteria (NSPK) 

Jumlah total hasil perhitungan persentase 

pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan 
Kriteria (NSPK) yang dinilai berdasarkan 
ketersediaan, kualitas, dan tingkat 

implementasi pada setiap bidang. Nilai 
diperoleh dari akumulasi skor masing-

masing komponen NSPK yang telah 
dikalikan dengan bobot yang ditetapkan, 
kemudian dirata-ratakan untuk 

menghasilkan Indeks NSPK 

Dokumen NSPK (Norma, 

Standar, Prosedur, dan 
Kriteria) pada masing-masing 

bidang BKPSDM serta hasil 
evaluasi pemenuhan dan 
implementasi NSPK oleh unit 

kerja terkait 

  

 

              

      

  

 
 

         
 

 
 

  
 

 

 

 

         Tarempa, 02 Januari 2026 
 

Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

 

 

 

Usman, S.T., M.Si 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP 197501272002121011 

 


